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Perjanjian Subsidi Perikanan di WTO

Perjanjian subsidi perikanan di WTO adalah perjanjian yang dibahas
untuk melarang pemberian 8 jenis bentuk-bentuk subsidi yang
diberikan oleh pemerintah yang dianggap berkontribusi terhadap
penangkapan ikan yang melebihi kapasitas (over capacity) dan
penangkapan ikan yang tidak ilegal, tidak dilaporkan dan tidak
diatur (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing/ IUU Fishing).

Apa itu perjanjian subsidi perikanan di WTO?

Perjanjian subsidi perikanan WTO dibahas sejak 2001 di forum
World Trade Organisation (WTO) atau Organisasi Perdagangan
Dunia. Isu ini mulai dibahas setelah ada mandat dari Doha
Declaration Agenda (DDA) pada 2001 dan disepakati untuk
membahas lebih lanjut terkait subsidi perikanan.

Apa mandat dan kapan mulai dibahasnya perjanjian
subsidi perikanan di WTO?

Ada kekhawatiran dunia karena stok perikanan global menurun
akibat tindakan penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan
tidak diatur (IUU Fishing), penangkapan ikan berlebih dan
kelebihan kapasitas (Overfishing, & Over Capacity) yang telah
dilakukan oleh negara-negara yang memiliki industri perikanan
dengan armada kapal penangkapan yang besar, yang salah satunya
adalah China. 

Apa yang menjadi latar belakang subsidi perikanan
ini dibahas di WTO?

Dalam negosiasi subsidi perikanan di WTO, terdapat tiga (3) pilar
pembahasan, yaitu: Pilar subsidi bagi IUU Fishing; Pilar subsidi bagi
overfished stocks (stok ikan yang ditangkap secara berlebihan);
Pilar subsidi yang menyebabkan overfishing (penangkapan ikan
berlebih) dan overcapacity (kelebihan kapasitas)

Ada berapa pilar pembahasan dalam isu subsidi
perikanan di WTO?

Dua pilar dari perjanjian subsidi perikanan WTO telah selesai
dibahas yaitu, Pilar IUU Fishing dan Pilar Overfished stocks. Kedua
pilar tersebut disepakati pada KTM ke 12 WTO di Jenewa, Swiss. 
Saat ini yang masih dalam pembahasan yaitu Pilar Overfishing &
Over Capacity. 

Bagaimana perkembangan pembahasan ketiga (3)
pilar tersebut sekarang?

Dalam KTM ke 13 WTO di Abu Dhabi, tidak ada kesepakatan yang
dihasilkan. Hal tersebut karena adanya perdebatan soal delapan
jenis subsidi perikanan yang akan dilarang, serta tidak menargetkan
penghapusan subsidi perikanan kepada industri perikanan serta
tidak memberikan pengecualian kepada nelayan kecil/tradisional
untuk tetap mendapatkan subsidi perikanan dari pemerintah,
khususnya Indonesia

Adakah kesepakatan yang dihasilkan dari KTM ke
13 WTO di Abu Dhabi terkait isu subsidi perikanan?

Hingga sampai saat ini, Indonesia belum meratifikasi dua pilar yang
telah selesai dibahas pada KTM-12 WTO. Indonesia masih
menunggu seluruh perjanjian subsidi perikanan ini diselesaikan di
WTO, setelah itu mengambil sikap untuk meratifikasinya atau tidak.

Apakah Indonesia telah mengadopsi perjanjian
subsidi perikanan WTO ke dalam peraturan di
Indonesia?

Saat ini terdapat 72 negara anggota WTO yang telah meratifikasi
perjanjian subsidi perikanan, diantaranya: Swiss, Rusia, China, dan
ada beberapa negara ASEAN, yakni Malaysia, Filipina, Singapore. 

Ada berapa negara yang sudah meratifikasi perjanjian
subsidi perikanan khususnya Pilar 1 dan 2 yang sudah
disepakati?



Ada delapan jenis subsidi yang akan dilarang oleh WTO, yaitu:
subsidi untuk konstruksi, akuisisi, modernisasi, renovasi atau
peningkatan kapal;

1.

subsidi untuk pembelian mesin dan peralatan untuk kapal
(termasuk alat tangkap dan mesin, mesin pengolahan ikan,
teknologi pencarian ikan, refrigerator, atau mesin untuk
menyortir atau membersihkan ikan);

2.

subsidi untuk pembelian/ biaya bahan bakar, es, atau umpan;3.
subsidi untuk biaya personil, biaya sosial, atau asuransi;4.
dukungan pendapatan (income) kapal atau operator atau
pekerja yang mereka pekerjakan [kecuali untuk subsidi yang
diterapkan untuk tujuan subsisten selama penutupan
musiman];

5.

dukungan harga ikan yang ditangkap;6.
subsidi untuk mendukung kegiatan di laut;7.
subsidi yang mencakup kerugian operasi kapal atau
penangkapan ikan atau kegiatan terkait penangkapan ikan.

8.

Ada berapa jenis subsidi yang akan dilarang dalam
pilar subsidi over capacity dan overfishing?

Merujuk pada UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak
Garam, subsidi yang wajib diberikan oleh pemerintah adalah
subsidi bahan bakar, asuransi jiwa dan asuransi perikanan,
subsidi yang mencakup kerugian penangkapan ikan atau
kegiatan terkait penangkapan ikan, serta jaminan harga yang
menguntungkan nelayan

Dalam peraturan di Indonesia, apa saja jenis
subsidi yang harus diberikan ke nelayan?

Manfaat subsidi perikanan bagi nelayan kecil/tradisional adalah
sebagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan bagi profesi
nelayan kecil di Indonesia. Selain itu subsidi merupakan bentuk
perlindungan nelayan dalam menghadapi perubahan iklim yang
saat ini tengah dialami oleh masyarakat di pesisir dan pulau-pulau
kecil.

Apa manfaat subsidi perikanan bagi nelayan kecil
di Indonesia?

Dampaknya, nelayan kecil/tradisional tidak akan mendapatkan
subsidi yang selama ini seharusnya diberikan kepada nelayan
kecil/tradisional, yaitu subsidi bahan bakar, asuransi jiwa dan
asuransi perikanan, subsidi yang mencakup kerugian
penangkapan ikan atau kegiatan terkait penangkapan ikan,
serta jaminan harga yang menguntungkan nelayan. Jika subsidi
dihapus, maka akan terjadi penurunan jumlah nelayan kecil
sebagai produsen pangan perikanan, bahkan hilangnya profesi
nelayan karena biaya produksi tidak sebanding dengan
pendapatan.

Apa dampak penghapusan subsidi perikanan di
WTO bagi nelayan kecil di Indonesia?

Jika subsidi perikanan di WTO seluruhnya telah disepakati,
maka Indonesia diwajibkan untuk meratifikasi/mengadopsinya
dalam peraturan nasional. Jika tidak, maka status keanggotaan
Indonesia di WTO akan dihapus. Jika subsidi tetap diberikan,
maka pemerintah Indonesia dapat digugat di level
internasional oleh anggota WTO.

Jika sudah disepakati, apa dampak bagi
Pemerintah Indonesia jika tetap memberi
subsidi?

Pada KTM-13 WTO, Indonesia menolak berbagai jenis subsidi
yang dilarang dalam 8 subsidi yang dilarang, hal tersebut karena
pemerintah Indonesia telah dimandatkan oleh UU 7/2016 untuk
memberikan subsidi kepada nelayan kecil sebagai bentuk
perlindungan nelayan kecil dan tradisional. Draft text saat ini
tidak sejalan dengan agenda perlindungan bagi nelayan kecil di
Indonesia
erintah yang dianggap berkontribusi terhadap penangkapan ikan
yang melebihi kapasitas (over capacity) dan penangkapan ikan
yang tidak ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (Illegal,
Unreported and Unregulated Fishing/ IUU Fishing).

Bagaimana posisi Indonesia terkait pembahasan
subsidi perikanan di WTO?

Terdapat mandat dari SDGs Poin 14.6 tentang larangan
pemberian subsidi perikanan yang berbahaya (harmful
subsidies)

Apakah ada mandat SDGs dalam pembahasan
subsidi perikanan di WTO?


